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Belanja pegawai Dipangkas RpS00 M

JAKARTA — Mentri Dalam Negri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mendatangani Peraturan

Gubernur APBD DKI Jakarta 2015 Kemarin.

Salah satu anggaran yang di-
kurangi yaitu belanja pegawai
dari Rpl9 triliun menjadi
Rp18,5 triliun. Tjahjomengata-
kan, pihaknya telah menetap-
kan pagu belanja daerah dalam
APBD 2015 sama dengan pagu
belanja daerah APBD 2014 se-
besar Rp63,65 triliun. Semen-
tara yang diajukan dalam
Rancangan APBD 2015 oleh
Pemprov DKI sebesar Rp67,26
triliun. Artinya ada pengurang-
an anggaran belanja daerah
Rp3,61 triliun.

"Banyak anggaran yang
harus disesuaikan. Salah satu-
nya anggaran belanja pegawai,
dariyangawalnyasebesar Rp19
triliun dikurangi Rp500 miliar
menjadisebesar Rp18,5 triliun,”
kata Tjahjo Kumolo saat me-
ninjau Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang)
tingkat DKI Jakarta di Balai
Kotakemarin.

Tjahjo berharap Pemprov
DKI Jakarta segera melaku-
kan seluruh proses adminis-
trasi agar pencairan dapat di-
lakukan akhir April ini meng-
ingat pembangunan di Ibu
Kota sudah terlambat.
Politikus PDIP itu juga ber-
harap agar kejadian ini tidak
terjaditahundepan. Alasannya
DKI Jakarta merupakan ibu
kota negara dan menjadi
barometer bagi 33 provinsi di
Indonesia.

Segala sesuatu yang terjadi
di Jakarta selalu menjadi indi-
kator bagi kemajuan dan ke-
tepatan dalam penyelenggara-
an keuangan negara. "Kalau
tahun depan terulang, tinggal
kitalihatsiapayangsalah. Kami
berharap kejadian seperti ini
tidak terulang lagi. Jakarta
harus jadi barometer bagi
provinsi lainnya di Indonesia,”
ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda)
DKI Jakarta Saefullah men-

jelaskan, saat ini pihaknya
masih melakukan penyesuaian
anggaran. Selain belanja pe-
gawai, anggaran yang nantinya
dipangkas yakni sosialisasi dan
pembelian tanah, yangawalnya
Rp7 triliun menjadiRp6 triliun.

“Kami masih menyesuaikan
dan menghitungnya. Belanja
pegawai kita kurangi sedikit,
dari gaji sama tunjangan. Kita
akanhitunglagi. Nantikitasisir
lagi. Kalauada, ya kirakurangi
lagi sampaiangkaitu. Sosialisasi
di semua SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah). Misalnya
kalau di Dinas Pendidikan, ya
anggaran sosialisasi dihapus.
Pokoknya sampai dapat angka
Rp3,61 triliun,” tegasnya.

GubernurDKIJakartaBasuki
Tjahaja Purnama (Ahok) me-
mastikantidakadaketerlambat-
an pembangunan akibatbelum
dicairkannyaAPBD2015. Selain
telah menggunakan anggaran
mendahului, saat ini seluruh
SKPDsertapenggunaanggaran
lainnya telahmelakukan proses
lelang di Badan Unit Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa.
Ketikaanggarandicairkan, para
pengguna anggaran bisalang-
sungdapatbekerja.

"Kami akan ijalankan ke-

putusan Kemendagri. Nanti
Kalau
evaluasinya memang bisa lebih
meningkat, kamiakan memakai
uang tahun lalu pada perubah-

kami akan evaluasi.

anRp72,9 triliun,” ungkapnya.

“Kalautahun depan
terulang, tinggal
kitalihatsiapayang
salah. Kami
berharap kejadian
sepertiinitidak
terulang lagi.”

Sub Bagian Hukum dan Humas

TJIAHJO KUMOLO
Mendagri

Pertemuandilstana

Presiden Joko Widodo
(Jokowi) pertemukan Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) dan Ketua
DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi
Marsudi diIstana Negara kema-
rin.Salahsatuhalyangdibicarakan
yakniberlanjutatau tidaknya hak
menyatakan pendapat (HMP)
DPRDDKI Jakarta.

Ahok menjelaskan, per-

temuan dengan Jokowi dan
Prasetio membicarakan tiga
hal. Pertama,FraksiPDIPDPRD
DKI Jakarta tidak mengajukan
HMP. Kedua; Presiden ingin se-
gera melakukan pembangunan
begitu Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) di-
cairkan agar sisa lebih peng-
gunaan anggaran (silpa) tidak
begitubesar. Ketiga, Presiden
berharap agar e-musrenbang di-
ikuti dengan baik sehingga sis-
tem e-budgeting 2016 sempurna
dariawal.

MeskiFraksi PDIP memasti-
kan tidak melanjutkan HMP,
Ahokbelum merasalegalantar-
an masih ada suara partai lain.
Terlebih, persyaratan memu-
tuskan HMPhanya3/4 dari106
anggota dewan dan keputusan
diambil dari 2/3 dari jumlah
yanghadir.

Meski demikian, mantan
Bupati Belitung Timur ini me-
rasalebih baik lantaran dia ber-
samaKetuaDPRDsudahsepakat
berdamai untuk mendukung e-
musrenbang dane-budgetingpada
APBD 2016. Suami Veronica Tan
inijuga berjanji menjaga sikap-
nya. "Secara tata negara, APBD
perubahan tetap harus pergub.
Tahundepankitaharussiapkan
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Perda. Pak Pras bilang, jangan
nantangin DPRD terus dong, ya
sudah, sayabilang okelah. Saya
sekarang minum obat dosisnya
sudah paskok,” katanya di Balai
Kotakemarin.

Ketua ' DPRD DKI Jakarta
Prasetio Edi Marsudi mem-
benarkan, pihaknya tidak akan
melanjutkanhakangketke HMP.
Namun sebagai ketua DPRD, dia
tetap akan mengakomodasihak
anggota dewan apabila memang
HMP dilanjutkan. "Kami akan
koordinasikan dulu untuk me-
nentukan lanjut atau tidaknya
HMP ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua
DPRDDKIJakartaMuhammad
Taufiktetap optimistisjika HMP
berujung pada pemakzulan.
Pernyataan Pras saat bertemu
dengan Ahok dan Jokowi itu
tidak mewakili institusi DPRD.
Terlebih, Pras berjanji akan
tetapmemfasilitasiHMPdalam
paripurna.”Kitalihatsajananti.
Saya rasa PDIP tetap solid.
Kalau hasil hak angket mem-
buktikan pelanggaran hukum,
sayarasa perlu ditindaklanjuti
denganpemakzulan,”tegasnya.

Politisi Gerindra ini meng-
klaim, saat ini sudah ada 55
anggota yang membubuhkan
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tanda tangan sebagaibentuk du-
kungan agar paripurna HMP di-
tindaklanjuti. Dengandemikian,
syaratmengusulkan HMP lebih
dari 20 orang dan lebih dari satu
fraksisudahterlampaui.Bahkan,
apabila dihitungkeputusatisaat
paripurnaHMPyang?2/3dari3/4
anggotadewan, 55 tanda tangan
sudah mewakilinya.

Paripurna HMP sendiri,
lanjut Taufik, akan ditindak-
lanjuti dengan tahapan rapat
pimpinan, yang digelar pada
satu dua hari ke depan. Setelah
itu, dilanjutkan Badan Musya-
warah (Bamus) untuk melan-
jutkan paripurna. "Palinglam-
bat pekan depan akan digelar
paripurna HMP pertamauntuk
menyepakati apakah HMP pe-
ringatan sedang, keras, ataupun
pemakzulan,” ujarnya.

Sekretaris FraksiPartai Golkar
DPRD DKI Jakarta Tandanan
Deulay menuturkan, sudah ada
empatanggotanya yang menye-
tujui HMP. Namun dia memasti-
kan, Fraksi Golkar tidak meng-
inginkan HMP dilanjutkan pe-
makzulan. JakartainikanTbuKota,

" Pimpinannya harus bisa menjadi

barometer, Jadi, sayakira cukup
peringatansaja,”ungkapnya.
e bimasetiyadi




